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ABSTRAK

Untuk dapat berimigrasi ke negara lain. harus difengkapi syarat vang diperluban
untuk dapat menimggealkan suatu negara dan memasuki negara L, YA mempunya
paspor dan visa. Di Indonesia masalah kenmigrasian dintur oleh Undang-Undang
Namar 9 Tahun 1992 tentang. Kemmnigrasian. Yang bertugas mengawasi keluar
masuknya orang asing di Indonesia adalah Direkiorat Jenderal Tmigrasi sesuai denan
tigas dan fungsinya menjalankan  selective policy (hanya orang asing  yany
bermanfaat dan tidak membahayvakan keamanan. ketertiban dan stabilitas nasional
vang dapat masuk ke Indonesia). Banvak orang asing yanye menikah dengan warea
setempat. hal ini dinamakan perkawinan CAMPUTAN. Sesual azas ius sanyuimis. anak
ving lalir mengikun kewarganegaraan avahnya, Jadi ila perempuan W1 kawim
dengan pria WNA maka anaknva adalah WNA vang harus tunduk pada kewajibannya
sehagal WNAL Bila ia tidak memenuhi Kewajibannya  dapat dianggap sebawa
pelanggaran keimigrasian dan dapat dikenai tindakan keimigrasian

Penulis ingin  menectahu lentang peraturan mengena ketmigrasian  dan
perkawinan campuran beda kewarpanegaraan d Indonesia, tata cara pengawasan
henmigrasian terhadap anak hasil perkawinan campuran beda Ecwarganesaraan di
Indonesia menurui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemmigrasian dan
enerapan tindakan keimigrasian terhadap anak hasil perkawinan campuran beda
kewargancparaan di Indonesia dengan metode penclitan vuridis nosman® {penslitiag
repustakaan) dar sumber data bahan hukum primer, sckunder dan tersier.

Dxan penelitan kepustakaan penulis mendapatkan data bahwa pengawasin
tethadap orang asing dilakukan melalui pengawasan administratil, pengawasan
'apangan dan pendafiaran orang asing. Pengawasan ini tidak terkecuali dindakan Juga
terhadap anak hasil perkawinan campuran yang berstatus asing, namun lebih terfokus
pada  pengawasan  admimstranf  dan pendafiaran orang asing.  Penpawasan
administratif dilakukan terhadap dokumen heimigrasian anak yang bersangkutan. Dila
anzk tersebut tidak didafiarkan maka dapat dikenakan tindakan kemgrasian. Penulis
mengambil contoh kasus tentang anak hasil perkawinan campuran vang tidak
Iidaftarkan tetapi anak tersebut tidak dapat dideportasi ke nepara asal avahnya karena
svahinya pemegang KITAS yang tinggal di Indonesia.

Setelah menpadakan analisis kualitatif terhadap data, penulis mendapzt
~esimpulan bahwa temyata pengawasan terhadap anak hasil perkawinan campuran
wang berstatus asing hanva dilakukan melaly pengawasan  admimstratif,  dan
celaksanaan tindakan keimigrasian terhadap anak hasil peckawinan campuran yang
cerstatus asing dapat terkendala dengan tidak dapat didepurtasinva anak terscbut
<arend ayahnya tidak berada di negara asaloya,
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PENDAHULUAN

Ao Latar Belakang

Perpindahan manusia dart satu dacrah Le dacrah lwnnya schenurnya telah
berlangsung sejak zaman purba. Bila perpindahan manusia telah melampaui batas-
batas negara (pada saat manusia telah mendirtkan negara) maka terjadilah
“emgrast” don nesara i, Sedangkan umuk negard vang didatanet maka
peristiwa tersebut disebur dengan “imioras Orang vang melakukan s
disebut dengan “rmigran

BGerbagal faktor telah menyebabkan manusia beremigrasi ke neears lain,
Secara klasik Taktor pendorongnva ialah karena lerdesaknva suatu bangsa oleh
penverbuan bangsa lam, hasrat untuk melaksanakan tueas suci valtu menyebarkan
agama. Kehutuhan ekonomi vang membuka selera kaum Kapitalis menielaah
dunia dan ilmu pengetahuan vang mendorong para cerdik pandai menvelidikg
daerah-dacrah baru. Dan sehagian lagi untuk menghindan kecemasan dunia vang
lamz Sedangkan pada awal abad 20 imigrasi didorong oleh faktor tekanan-
tekanan politik. Sejalan dengan era globalisasi. dimana dunia dan Jarak geoeralis
semakin sempit maka arus emigrasi dan Imigrasi juga semakin deras.

Untuk dapat melakukan imierasi ke negara lain tentunya ada svaral-syarat
vang harus dipenuhi; dari meninggatkan negara asalnya, sampai dan menctap di
negara lain. Untuk dapat memngealkan negara asal, scorang nmgran atau WNA

(Warea Negara Asing) harus mempunyai surat jalan yang disebut PUSPOT vano



dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di neparanya dimana lertera 1dentitas
pemegangnya. Untuk memasuki suatu negara, WNA harus mempunval “visg
vang merupakan izin tertulis yang diberikan pejabat negara penerima dan
didalamnya tertera maksud dari kedatangan orang asing tersebut. Berdnsarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimiorasian, untuk dapat
menctap di Indonesia seorang asing harus mempunyai 1zin tngaal vaitu 1TAS
(Izin Tinggal Terbatas) dan [TAP ([zin Tinggal Tetap) dan harus mendafiarkan
dimnva pada Kantor Imigrasi setempat.

WNA vang menetap di newsara lain seringkali mengadakan pembauran
dengan masvarakat setempat, salah satunva adalah melalui perkawinan Menurut
Undang-Undang Nomor T Tahun 1974 tentang Perkawinan antara dua orang yang
berbeda kewarganegaraan. Bagi orang-orang berlainan kewarganesarpan vang
melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dan
suami atawstonva dan dapat pula kehilangan kewargancgaraannya menurul cara-
cara vang ditentukan oleh Undang-Undang Kewargancgaraan [ndonesia yang
berlaku, vaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958,

Anak-anak  vang terlahir dari perkawinan  campuran terschut  pada
prinsipnya adalah anak-anak yang sah secara hukum bila perkawinan campuran
dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Karena Indoncsia
menganut azas “ius sanguons " (azas keturunan), maka anak-anak yane dilahirkan
di Indonesia mengrkuti kewarganegaraan dart ayahnya. Kecuali jika anak tersehut
tzlah dewasa (berumur 21 tahun), maka anak tersebut dapat menentukan sendin

apakah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau ibunya Pencrapan azas ius
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PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan wraian vang telah penulis bahas dalam bab-bab terdahuly,
maka dan penulisan skeipsi in penulis mendapatkan kesimpulan sehagai berikut
Lo Perkawinan campuran beda kewargancgaraan dilaksanakan herdasarkan
Undang-Undang Perkawinan Nomor | Tahun 1974 menurut sviral marteriil
dan svarat formil vang harus dipenuhi Kemudian prhak vang berwenane
akan memberikan Keterangan tentang telah dipenuhinya  svarat-syar
perkawinan menurut hukum masing-masing pihak, Kemudian Orang asing
vang telah menikah harus melaporkan perubahan status sipinya kepada
Kantor Tmigrast selempat scsuai dengan kewajiban pendafiaran Oriny
asing. da waiib  melaporkan sctiap  perubahan status sipiinva demu
tereiptanya kelancaran pengsawasan oran o asing. Anak sah hasil perkawinan
campuran antara WNI dan WNA | jika ayahnya adalah WNI. makn anak
terscbut juga WNI sesuai densan azas us sanguinis. Anak sah huasl
perkawinan campuran dari ayah WNA dan ibu WN| seeara otomatis
berkewarganegaraan asing seperti ayahnya, maka dengan sendirinya anak
vang berstatus asing tersebut juea mempunyal hak dan kewajiban vang
sama dengan WNA  lainnva, sepeitt kewajihan  mendaflar pada sant
kelahirannya, Anak yang berstatus asing harus didafiarkan oleh orang

tuanya paling lambat 14 har setelah hari ke-91 Anak vang belum
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